
WALIKOTA JAYAPURA 
WALIKOTA JAYAPURA 

PROVINSI PAPUA 

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA 

NOMOR 25 TAHUN 2018 

TENTANG 

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI 

APARATUR SIP IL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

Lampiran : 11 (sebelas) 

WALIKOTA JAYAPURA, 

Menimbang : a . bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 39 ayat 

(1) Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 59 T a h u n 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan 

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 

penghasi lan kepada Aparatur Sipi l Negara dengan 

memperhat ikan kemampuan keuangan daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang - undangan; 

b. bahwa pemberian tambahan penghasi lan sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f a di atas, sebagai penghargaan 

atas k iner ja Pegawai Negeri S ip i l di L ingkungan 

Pemerintah Daerah; 

c. bahwa /2 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

d imaksud pada hu ru f a, dan h u r u f b di atas, m a k a 

perlu menetapkan Peraturan Wal ikota tentang 

Tunjangan Perbaikan Penghasi lan Bagi Pegawai Negeri 

S ip i l ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya J a y a p u r a di Provinsi I r ian 

J a y a (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3533); 

2. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pqsat 
i 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4438) ; 

5. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang 

Aparatur Sip i l Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5494) ; 

6. Undang-Undang /3 
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6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa ka l i terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 T a l i u n 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 T a h u n 2010 

tentang Peraturan Dis ip l in Pegawai Negeri S ip i l 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2010 

Nomor 74); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2(116 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri S ip i l (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 63 , 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor6037); 

11 . Pera turan /4 
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11 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i 

terakhir dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri 

Nomor 21 T a h u n - 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah(Ber i ta Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi B i rokras i Nomor 63 T a h u n 2011 

tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan 

Kiner ja; 

13. Peraturan Daerah Kota J a y a p u r a Nomor 5 T a h u n 

2016 tentang Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota J a y a p u r a T a h u n 

2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 67) sebagaimana telah d iubah dengan 

Peraturan Daeran Kota J a y a p u r a Nomor 7 T a h u n 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota J a y a p u r a Nomor 5 T a h u n 2016 t e n t ^ g 

Pembantukan dan S u s u n a n Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah T a h u n 2017 Nomor 121 dan 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN 

PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI APARATUR S IP IL 

NEGARA. 

BAB I /5 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam peraturan ini yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota J a y a p u r a . 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota J a y a p u r a . 

3. Wal ikota ada lah Walikota J a y a p u r a . 

4. Organisasi Perangkat Daerah se lanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisas i Perangkat Daerah Kota J a y a p u r a . 

5. Anggaran Pendapatan Be lan ja Daerah se lanjutnya disingkat APBD ada lah 

Anggaran Pendapatan Be lan ja Daerah Kota J a y a p u r a . 

6. Aparatur SipilNegara yang se lanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Aparatur S ip i l Negara dan Galon Aparatur Sip i l Negara yang bekerja pada 

Pemerintah Kota J a y a p u r a . 

7. J a b a t a n P impinan Tinggi Pratama adalah sekelompok j aba tan tinggi pada 

Pemerintah Kota J a y a p u r a . 

8. J a b a t a n Adminis t ras i adalah sekelompok j aba tan yang berisi fungsi dan 

tugas berkai tan dengan pelayanan publ ik serta adminis t ras i 

pemerintahan dan pembangunan. 

9. J a b a t a n Fungs ional adalah sekelompok j aba tan yang berisi fungs i dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keah l ian dan keterampilan tertentu. 

10. J a b a t a n Fungs ional U m u m yang se lanjutnya disebut Sta f a tau Pe laksana 

adalah Aparatur Sip i l Negara dan Galon Aparatur Sip i l Negara yang 

diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

1 1 . Tunjangan Perbaikan Penghasi lan, se lanjutnya disingkat dengan TPP 

adalah tunjangan yang diber ikan kepada Aparatur S ip i l Negara dan Galon 

Aparatur S ip i l Negara berdasarkan Aspek Per i laku Kerja dan Aspek 

Prestasi Kerja. 

12. Cu t i ada lah kondisi ASN t idak m a s u k bekerja yang d i i z inkan da lam 

j a n g k a wak tu tertentu. 

13. Sak i t ./6 
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13. Sak i t ada lah kondis i ASN yang tidak m a s u k bekerja ka r ena a lasan 

kesehatan. 

14. I z inadalah kondis i ASN yang tidak m a s u k bekerja ka r ena a l asan 

keper luan pribadi a tau keluarga berdasarkan persetujuan a tasan 

langsung, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

ber laku. 

15. Tanpa Keterangan adalah kondisi ASN yang t idak m a s u k bekerja tanpa 

member ikan a lasan yang sah . 

16. A lasan Yang S a h adalah a lasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

d isampa ikan secara tertul is dalam bentuk sura t permohonan serta 

disetujui oleh a tasan langsung. 

17. Ter lambat Masuk Beker ja adalah ASN yang mengisi Daftar Hadir yang 

melebihi ketentuan j a m m a s u k bekerja yang te lah d i tentukan. 

18. Pulang Cepat adalah ASN yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan 

j a m pulang bekerja yang telah d i tentukan. 

19. Per ja lanan D inas ada lah ASN yang me lakukan perjalanan ked inasan baik 

di da lam maupun di luar kota. 

20. Me laksanakan Tugas adalah ASN me laksanakan Tugas yang diber ikan 

Atasan langsung. 

2 1 . Ketepatan Penyampaian Has i l Rekapi tu las i Har ian ada lah ASN 

menyampaikan has i l kerja a tau tugas yang diber ikan a tasan langsung. 

22 . Daftar Hadir ada lah pengisian kehadiran yang d i l akukan oleh ASN pada 

j a m m a s u k dan pulang bekerja baik secara elektronik dan manua l . 

23 . Mesin absens i s idik j a r i adalah j en is mesin absensi biometrik yang 

menggunakan metode kehadiran/absens i ASN dengan mendeteksi s idik 

j a r i . 

24. Per i laku Ker ja adalah setiap t ingkah l a k u , s ikap a tau t indakan yang 

d i l akukan Aparatur Sip i l Negara a tau tidak me lakukan sesuatu yang 

s eha rusnya d i l akukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

25 . Prestas i Ker ja adalah has i l kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sip i l 

Negara pada Organisasi Perangkat Daerah sesua i dengan sasa ran ker ja 

pegawai dan per i laku kerja. 

26. Laporan /7 



26. Laporan Har ta Kekayaan Penyelenggara Negara yang se lanjutnya 

dis ingkat LHKPN adalah daftar se luruh har ta kekayaan Penyelenggara 

Negara yang d i tuangkan didalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh 

Komis i Pemberantas Korups i . 

27 . Laporan Har ta Kekayaan Aparatur Sip i l Negara yang se lan junya dis ingkat 

L H K S N adalah daftar se luruh har ta kekayaan ASN beserta pasangan dan 

anak yang menjadi tanggungan. 

28. S u r a t Per intah Tugas yang se lanjutnya disingkat SPT adalah sura t resmi 

yang dibuat dan d ike luarkan oleh Seorang Pejabat yang Berwenang di 

Ins tans i a tau Lembaga tertentu d imana i s inya menugaskan seorang 

Pegawai/Staf u n t u k me lakukan sua tu pekerjaan. 

29. S u r a t Per intah Perjalanan D inas yang se lanjutnya disingkat SPPD adalah 

Naskah D inas sebagai alat pemberi tahuan yang d i tu jukan kepada pejabat 

Tertentu u n t u k me laksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasi l i tas 

per ja lanan dan pembiayaan. 

BABII 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
'«» 
4 

(1) Pemberian TPP d imaksudkan un tuk meningkatkan kesejahteraan ASN 

dan sebagai bentuk apresiasi terhadap per i laku kerja dan prestasi kerja 

yang tinggi dan penuh r a s a tanggung j awab ASN yang telah mengabdikan 

dir i bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota J a y a p u r a . 

(2) Pemberian TPPbertu juan: 

(a) memotivasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ; 

(b) sebagai wu jud kepedul ian Pemerintah Daerah u n t u k meningkatkan 

kesejahteraan dan apresiasi terhadap per i laku ker ja dan prestasi kerja 

ASN. 

BAB i l l /8 
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BAB I I I 

PRINSIP PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 

Pasal 3 

(1) Pemberian T P P berazaskan prinsip-prinsip sebagai ber ikut: 

a) Kepast ian H u k u m ; 

b) Akuntabe l ; 

c) Proporsionalitas; 

d) Efekt i f dan efisien; 

e) Keadi lan dan Kesetaraan; dan 

f) Kesejahteraan. 

(2) Pr insip Kepast ian H u k u m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 

d imaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan, dan keadi lan. 

(3) Pr ins ip Akuntabe l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 

d imaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyaraka t sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pr ins ip Proporsionalitas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c 

d imaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan an ta ra 

h a k dan kewajiban ASN. 

(5) Pr insip Efekt i f dan efisien sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ht|ruf d 

d imaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan disipl in ASN. 

(6) Pr insip Keadi lan dan Kesetaraan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f e d imaksudkan bahwa pemberian TPP h a r u s mencerminkan r a s a 

keadi lan dan kesamaan u n t u k memperoleh kesempatan a k a n fungsi dan 

peran sebagai ASN. 

(7) Pr ins ip Kesejahteraan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f f 

d imaksudkan bahwa pemberian TPP d ia rahkan u n t u k meningkatkan 

kesejahteraan ASN. 

BAB IV /9 



9 

BAB IV 

PENERIMA TUNJANGANPERBAIKAN PENGHASILAN 

Pasal 4 

(1) TPPdiber ikan kepada: 

a) PNSD; dan 

b) CPNSD. 

(2) Pemberian TPPsebagaimana d imaksud ayat (1) d i l akukan set iapbulan. 

Pasal 5 

PNSD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u r u f a , terdiri : 

1) PNSD berdasarkan j aba tan s t ruktura l , meliputi j aba tan pimpinan tinggi 

pratama, adrninistrator dan pengawas; 

2) Pejabat s t ruk tu ra l yang d i tunjuk sebagai pe laksana tugas dapat d iber ikan 

TPP-ASN sebesar j u m l a h TPP-ASN yang diter ima pejabat s t ruk tura l definitif 

pada j aba tan yang sama. 

3) ASN yang d i tun juk sebagai pe laksana tugas dapat diber ikan TPP-ASN 

sebesar j u m l a h TPP-ASN yang diterima pejabat s t ruk tu ra l definitif. 

4) PNSD berdasarkan j aba tan fungsional yang meliputi : 

a) auditor; ' I 

b) dokter spesial is; 

c) dokter umum/gigi ; 

d) dokter hewan; 

e) bidan/perawat; 

f) anal is/apoteker/assisten 

apoteker / nutr is ionist / sani tar ian / rekammedis / radiografer / elektromedi 

k/f is ioteraf is/administrasikesehatan/penyuluhkesehatan 

masyaraka t / efidemiologi / entomology; 

g) pemadam kebakaran ; 

h) s a tuan polisi pamong praja; 

i) pengawas dan pengendalian la lu l intas angkutan sungai danau dan 

penyeberangan/lalu l intas dan angkutan j a l a n ; 

j ) kepala sekolah/pengawas sekolah/guru; dan 

k) j aba tan fungsional u m u m la innya/pelaksana. 

Pasal 6 / lO 
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Pasal 6 

TPPsebaga imana d imaksud dalam Pasa l 4 t idak diber ikan kepada: 

1) ASN yang t idak m a s u k ker ja tanpa i j in; 

2) ASN yang mendapatkan b u k u m a n disipl in t ingkat berat,tidak diber ikan 

TPP se lama 6 (enam) bulanterbitung sejak keputusan penjatuban 

b u k u m a n disipl in ditetapkan; 

3) J e n i s b u k u m a n disipl in tingkat berat sebagaimana d imaksud ayat (1) 

adalab: 

a) p enurunan pangkat setingkat lebib rendab se lama 3 (tiga) t abun ; 

b) pemindaban da lam rangka penurunan j aba tan setingkat lebib rendab; 

dan 

c) pembebasan dar i j aba tan . 

4) ASN yang mengambil m a s a persiapan pens iun; 

5) ASN yang berstatus sebagai pegawai t i t ipan didalam a tau d i luar 

Pemerintah Kota; 

6) ASN yang berstatus terpidana; 

7) ASN yang diberbentikan sementara; 

8) ASN yang sedang menjalani cut i d i luar tanggungan negara,cuti sak i t 

ber turut - turut setelah 6 (enam) bu lan ; '| 

9) ASN yang mas ih menguasai aset mi l ik pemerintah baik aset bergerak 

m a u p u n aset t idak bergerak yang belum dikembal ikan kepada negara; 

10) ASN yang wajib tetapi belum menyampaikan L H K P N dan / a tau L H K S N ; 

11) ASN yang me laksanakan tugas belajar; dan 

12) ASN yang me laksanakan cut i t ahunan , cut i besar, cut i bersal in dan cut i 

ka r ena a lasan penting. 

Pasal 7 

(1) ASNyang me laksanakan tugas ked inasan di luar kantor, saki t , t idak 

m a s u k ker ja ka rena a lasan tertentu yang menyebabkan t idak mengisi 

Daftar Hadir/merekam kehadi ran pada j a m m a s u k dan/atau j a m pulang 

kantor, t idak d ikenakan pemotongan TPP. 

(2) ASN / I I 



1 1 

(2) ASN yang melal<sanakan tugas ked inasan di luar kantor sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) ba rus melampirkan: 

a) S P T / S P P D bagi ASN yang me lakukan Per ja lanan D inas Da lam dan L u a r 

Daerab; 

b) S u r a t Iz in bagi ASN yang me laksanakan Tugas Tertentu di luar Kantor; 

dan 

c) S u r a t Keterangan Berobat bagi ASN yang saki t ; 

(3) ASN yang t idak m a s u k ker ja karena a lasan tertentu sebingga 

meninggalkan kantor pada saat j a m ker ja sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), b a r u s melampirkan Sura t Izin. 

(4) Bag i ASN yang mengikuti D ik la t LEMHANAS, Dik lat Perjenjangan, D ik la t 

Tekn is , D ik la t Fungs ional a tau Diklat Da lam J a b a t a n diberikan TPP. 

(5) Format S u r a t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bu ru f b dan c serta 

ayat 3) sebagaimana tercantum dalam Lampi ran I , Lampiran 11, Lamp i ran 

I I I , dan Lamp i ran IV yang merupakan bagian t idak terp isabkan dar i 

Peraturan Wal ikota in i . 

BAB V 

PENGANGGARAN, BESARAN DASAR, INDIKATORDAN PENGURANGAN 

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 
'SB 

4 

Bagian Kesatu 

Penganggaran 

Pasal 8 

(1) T P P dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerab Kota 

J a y a p u r a . 

(2) Be sa ran TPP d isesua ikan dengan kemampuan keuangan daerab. 

Bagian Kedua 

Besaran Dasar Tunjangan Perbaikan Penghasilan 

Pasal 9 

(1) Be sa ran pemberian TPP dengan memperbat ikan azas kepatutan dan 

efisiensi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang ber laku. 

(2) Besa ran /12 



1 2 

B e s a r a n TPP u n t u k Galon ASN^-aitu 8 0 % (delapan pu luh perseratus) dar i 

besaran TPP yang ditetapkan. 

Besa ran T P P sebagaimana d imaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan 

besaran maks ima l yang dapat diber ikan kepada PNSD dan CPNSD setiap 

bu lannya setelab memenubi ketentuan perbitungan besamya TPP 

berdasarkan per i laku ker ja dan prestasi kerja PNSD dan CPNSD. 

Pengaturan besaran TPP berdasarkan pada j en i s Pangkat, 

Go longan/Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampi ran V yang 

merupakan bagian yang t idak terp isabkan dar i Peraturan Wal ikota in i . 

Bagian Ketiga 

Indikator PenilaianTunjangan Perbaikan Penghasilan 

Pasal 10 

Indikator peni la ian TPP berdasarkan atas aspek per i laku ker ja (bobot 

60%) dan prestasi kerja (bobot 40%) yang dibitung secara kumula t i f 

da lam m a s a peni laian (satu bulan). 

Indikator peni la ian TPP sebagaimana d imaksud pada ayat (1), terdiri a tas 

sub indikator sebagai b e r i k u t : 

a) Aspek Per i laku Ker ja : I 

- datang tepat w a k t u 10% ; 

- pulangtepat w a k t u 10%; 

- badir ker ja 2 0 % ; dan 

- tidak mendapat b u k u m a n disipl in 20% . 

b) Aspek Prestas i Ker ja : 

- me laksanakan tugas 3 5 % ; dan 

- ketepatan penyampaian rekapi tu las i tugas bar ian (5 %) 

Format pengukuran skor pemberian TPP, format ASN yang di jatubi 

b u k u m a n disipl in, format peni laian prestasi ker ja dan rekapi tu las i 

peni la ian prestasi kerja bar ian sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 

sebagaimana tercantum dalam Lampi ran V I , Lamp i ran V I I , Lamp i ran VI I I 

dan lampiran IX yang merupakan bagian t idak terp isabkan dar i 

Pera turan Wal ikota in i . 

Bagian Keempat /13 
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Bagian Keempat 

Pengurangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan 

Pasal 11 

(1) Pengurangan TPP diber ikan kepada pegawai yang : 

a) t idak badir tanpa keterangan; 

b) terlambat datang; 

c) pulang cepat; 

d) meninggalkan j a m ke i j a kantor tanpa keterangan; 

e) t idak me laksanakan tugas; 

f) t idak tepat penyampaian laporan rekapi tu las i bar ian ; 

g) t idak mengikuti apel setiap Har i Sen in . 

(2) R u m u s pengurangan TPP sebagaimana d imaksud ayat (1) t e rcantum 

dalam Lamp i ran X yang merupakan bagian t idak terp isabkan dar i 

Peraturan Wal ikota in i . 

BAB V I 

PETUGAS PENGELOLA DATA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 

Pasal 12 
•'^ 
4 

(1) Kepala OPD menunjuk jaba tan pengelola dataTPP sesua i kebutuban. 

(2) Pengelola data TPP pada OPD d i l aksanakan oleb sa tuan uni t ker ja yang 

menangani u r u s a n bidang kepegawaian. 

(3) Pengelola data TPP d imaksud pada ayat (1) mempunya i tugas: 

a) merekam kebadiran elektronik pada OPD masing-mgising; 

b) mengbimpun dan mengarsipkan se lurub j en i s sura t iz in a tau surat 

perintab tugas l a innya sebagai baban perbitungan capaian aspek 

per i laku kerja; 

c) menyusun rekapi tu las i bas i l input mesinrekam kebadiran elektronik 

u n t u k mendapatkan data jum lab pencapaian aspek per i laku ker ja; 

d) mengbitung data kebadiran se lurub pegawai secara final; 

e) mengkonfirmasi pegawai yang t idak me lakukan rekam kebad i ran 

e lektronikkarena a lasan ked inasan; 

f. membuat /14 
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f) membuat rekapi tu las i laporan kebadiran pegawai set^agai dasar 

perbitungan ins t rumen aspek per i laku kerja; 

g) menyusun rekapitulasi perbitungan akb i r capaian aspek per i laku 

ker ja bu lanan pegawai tingkat OPD u n t u k d i sabkan kepala OPD; dan 

b) mengbimpun dan merekapitulasi capain aspek prestasi ker ja bu lanan 

pegawai t ingkat OPD u n t u k d isabkan kepala OPD. 

BAB V I I 

KEWAJIBAN DAN J A M K E R J A ASN 

Pasal 13 

(1) ASN wajib m a s u k dan pulang sesua i ketentuan j a m ker ja dengan mengisi 

daftar badir elektronik (finger print) dan/atau perangkat l a in yang banda l 

dan akuntabe lpada masing-masing uni t organisasi; 

(2) Kewaj iban mengisi daftar badir elektronik sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) t idak ber laku u n t u k ASN yang me laksanakan tugas belajar a tau 

d i tugaskan secara tetap dilapangan yang t idak memungk inkan u n t u k 

me l akukan absensi pada OPD tempat tugas. 

(3) Pencatatan a tau pengisian daftar badir secara m a n u a l d i l akukan apabi la: 

a) perangkat dan sistem pencatatan kebadiran secara elektronik 

mengalami k e r u s a k a n a tau t idak berfungsi; 

b) pegawaibelum terdaftar dalam sistem pencatatan kebadiran secara 

elektronik; 

c) lokas i ker ja t idak memungk inkan u n t u k disediakan sistem pencatatan 

kebad i ran secara elektronik; 

d) terjadi bencana a lam dan/atau ke rusakan , sebingga pencatatan 

kebad i ran dan kepulangan tidak dapat d i l akukan sebagaimana 

mest inya; dan 

e) apel pagi setiap bar i senin. 

(4) Daftar badir secara manua l akibat perangkat dan sistem pencatatan 

kebadiran secara elektronik mengalami ke rusakan a tau t idak berfungsi 

sebagaimana d imaksud ayat (3) d igunakan paling l ama 1 (satu) bu lan . 

(5) Perekaman /15 
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(5) Perekaman kehad i ran sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib d i l akukan 

sebanyak 2 (dua) ka l i oleh OPD yang me laksanakan 5 (lima) har i ker ja 

ya i tu : 

a) Har i Se lasa sampai dengan Har i J u m a t pada pagi har i p u k u l 07.30 WIT 

sampai dengan p u k u l 08.30 WIT; 

b) Har i Sen in sampai dengan Har i Kamis pada s iang bar i p u k u l 14.30 WIT 

sampa i dengan p u k u l 15.30 WIT; 

c) Har i J u m a t pada siang bar i puku l 13.00 WIT sampai dengan p u k u l 

14.00 WIT. 

Pasal 14 

Pengisian daftar badir pegawai rumab saki t daerab, sa tuan polisi pamong 

praja, pemadam kebakaran dan pegawai UPT, Puskesmas , TK , S D dan SMP 

diatur oleb kepala OPDnya , sesua i dengan ketentuan perundang-undangan 

yang ber laku. 

Pasal 15 

(1) Kepala OPD/uni t kerja wajib me lakukan rekapi tulas i kebadiran secara 

m a n u a l yang dipergunakan u n t u k backup data keper luan kedinasan. 

(2) Formatdaftar badir secara manua l sebagaimana d imaksud pada a ;^ t (1) 

t e rcantum dalam Lampi ran X I yang merupakan bagian yang t idak 

terp isabkan dar i Peraturan Walikota in i . 

BAB V I I I 

JAM K E R J A E F E K T I F 

Pasal 16 

(1) J a m ker ja efektif adalab j u m l a b j a m kerja formal d ikurangi dengan wak tu 

ker ja yang bi lang karena tidak bekerja seperti Isboma; 

(2) Wak tu ker ja yang hi lang sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ra ta - ra ta 

sekitar 2 5 % dari j u m l a b j a m ker ja formal; 

(3) J a m ker ja formal per minggu adalah 37 J a m 30 menit; 

(4) J a m ker ja efektif per minggu setelab d ikurangi wak tu kerja yang hi lang 

2 5 % adalab 28 j a m ; 

(5) J a m Ker ja /16 
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(5) J a m ker ja efektif perhar i adalah : 

a) 5 ha r i ker ja :28jam/5 har i = 5 j a m 30 menit per har i . 

b) 6 bar i ker ja : 28 j am/6 bar i = 4 j a m 23 menit per bar i . 

BAB IX 

PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 

Pasal 17 

(1) TPP d ibayarkan berdasarkan aspek per i laku ker ja dan aspek prestasi ker ja; 

(2) TPP yang diter ima sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d ikurang i dengan 

potongan pajak penghasi lan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang ber laku; 

(3) TPP d ibayarkan sebanyak setiap bulan dalam sa tu t ahun anggaran; 

(4) Permintaan pembayaran uang TPP d ia jukan pada bu lan ber ikutnya paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh), kecual i u n t u k B u l a n Desember dapat 

d ia jukan pada bu lan berjalan; 

(5) Daftar perhi tungan uang TPP pada OPD d i sahkan oleb Kepala OPD, kecua l i 

pejabat eselon I I pada Sekretar iat Daerab d i sabkan oleb Sekretar ias 

Daerab. 

Pasal 18 I 

T a t a ca ra permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut: 

(1) Pejabat pengguna anggaran mengajukan sura t permintaan pembayaran 

langsung (SPP - L S ) mela lui bendabara pengeluaran dar i masing-masing 

OPD. 

(2) S u r a t permintaan pembayaran langsung (SPP - L S ) di lampir i dengan : 

a) daftar perbitungan uang TPP yang telab d i sabkan oleb P impinan OPD; 

b) daftar rekapi tu las i kebadiran kerja; 

c) daftar rekapi tu las i kebadiran apel; dan 

d) sura t pernyataan tanggung jawab mut lak. 

BAB X /17 
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B A B X 

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 19 

(1) Pengawasan monitoring dan evaluasi atas pe laksanaan Peraturan Wal ikota 

in i , d i l akukan oleh T im Pengawasan, Monitoring dan E v a l u a s i yang terdiri 

dari : 

a) Sekretar is Daerah; 

b) B a d a n Kepegawaian Pendidikan dan Pelat iban; 

c) B a d a n Perencanaan Pembangunan Daerab; 

d) Inspektorat; 

e) D inas Komun ikas i dan Informatika; 

f) B a d a n Pengelola Keuangan dan Asset Daerab; 

g) As isten Adminis t ras i U m u m Setda Kota; 

b) Bag ian Organisasi dan Ta ta l aksana Setda Kota; 

i) Bag ian H u k u m Setda Kota. 

(2) T im sebagaimana d imaksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

(3) Indikator pengawasan, monitoring danevaluasi sebagaimana tersebut ayat 

( l ) , d idasarkan atas: 

a) aspek per i lakuker ja dan prestasi ker ja ASN;dan '| 

b) kemampuan keuangan daerab. 

(4) Has i l laporan T im sebagaimana tersebut ayat (1), d isampaikan kepada 

Wal ikota setiap 6 (enam) bu lan dan atau sewaktu-waktu , sebagai bahan 

pert imbangan terkait u n t u k menentukan besaran dasar n i la i TPP 

se lanjutnya. 

(5) Setiap p impinan OPD dan uni t kerja wajib mengawasi peni laian dan 

pemberian TPPsetiap bu lan kepada masing-masing pegawainya. 

BAB X I 

PEJABAT PENILAI 

Pasal 20 

(1) Setiap pejabat s t ruk tura l pada OPD berfungsi sebagai pejabat penilai yang 

me lakukan fungsi pemberian peni la ian atasper i laku ker ja dan prestasi 

ker jaASNsecara berjenjang. 

(2) Pejabat /18 
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(2) Pejabat penilaidapat diber ikan sanks i pengurangan presentase pemberian 

T P P apabi la : 

a) me l akukan peni laian tidak sesuai fakta dan data, a k a n d ikurang i 2 5 % 

dar i n i la i TPP yang diterima pada bu lan berikut; 

b) t idak melalcukan penilaian, akan dikurangi 5 0 % dari n i la i TPP yang 

a k a n diter ima pada bu lan berikut. 

BAB X I I 

UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN PERSEL IS IHAN 

Pasal 2 1 

(1) Bagi ASNyang tidak puas atas has i l peni la ian per i laku kerjadan prestasi 

ker ja yang d i l akukan oleh a tasan langsung dapat mengajukan keberatan 

atas has i l peni la ian tersebut. 

(2) Keberatan sebagaimana d imaksud dalam ayat 1), d ia jukan secara tertul is 

kepada a tasan pejabat penilai dengan memuat a lasan keberatandan 

tembusannya d isampaikan kepada Inspektorat Daerab Kota J a y a p u r a . 

(3) Inspektorat Daerab Kota J a y a p u r a , dapat membentuk T im Ad Hocuntuk 

penyelesaian keberatan. 

(4) T i m sebagaimana d imaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. I 

(5) Keputusan T i m Ad Hoc bersifat f inal/dan mengikat. 

BAB X I I I 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 22 

ASNdi l ingkungan Pemerintah Kota J a y a p u r a t idak diperbolebkan 

mendapatkan lebib dar i 1 (satu) j en is TPP selainpengbasi lan 

menurutpera turan perundang-undangan. 

BAB X IV /19 
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B A B X r V 

PEKUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Wal ikota ini mula i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer intabkan pengundangan Peraturan 

Wal ikota in i dengan menempatkannya dalam Ber i ta Daerab Kota J a y a p u r a . 

D i t e t a p k a n di J a y a p u r a 

Pada tanggal 28 D e s e m b e r 2018 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Diundangkan di Jayapura 

Pada tanggal 28 Desember 2018 

Pit. S E K R E T A R I S DAERAH K O T A JAYAPURA, 

T T D I 
Dr. FRANS P E K E Y , M.Si 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19670616 199403 1 013 

B E R I T A DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 2 4 1 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslmya 

an. S E K R E T A R I S J J ^ R A H KOTA JAYAPURA 
KEPALivlApMN HUKUM, 
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LAMPIRAN I Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

FORMAT SURAT IZIN 

KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LUAR KANTOR 

Kepada Yth. Walikota Jayapura/ Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/ Kepala 

Badan/Kepala Bagian 

di-Tempat 

Diberikan izin kepada : 

Nama : 

NIP : 

Jabatan : 

Unit Kerja : 

Untuk tidak mengisidaftar hadir pada pagi dan sore hariselama ....... hari dari tanggal 

karena melaksanakan tugas 

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jayapura, 

Atasan Langsung 

NIP. 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk saUnan yang sah sesuai dengan AsMnya 

NI|^. 19?2b7^J^b0112 1 004 

H KOTA JAYAPURA 
N HUKUM, 
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LAMPIRAN I I : Peratuxan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

FORMAT SURAT IZIN 

KARENA SAK IT 

Kepada Yth. Walikota Jayapura/ Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/ Kepala 

Badan/Kepala Bagian 

di-Tempat 

Diberikan izin kepada : 

Nama : 

NIP : 

Jabatan : 

Unit Kerja : 

Untuk tidak mengisidaftar hadir pada pagi dan sore hari pada tanggal dikarenakan 

sakit. 

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jayapura, 

Atasan Langsung 

NIP. 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya 

an. S E K R E T A R I S ^ KOTA JAYAPURA 
HUKUM, 

v..-...J', jPEMBINA TiK I 
Nip. 1972070^ 2^0112 1 004 
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LAMPIRAN I I I : Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

FORMAT SURAT IZIN 

T IDAK MASUK K E R J A DENGAN ALASAN T E R T E N T U 

Kepada Yth. Walikota Jayapura/ Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/ Kepala 

Badan/Kepala Bagian 

di-Tempat 

Diberikan izin kepada : 

Nama : 

NIP : 

Jabatan : 

Unit Kerja : 

Untuk tidak mengisidaftar hadir pada pagi dan sore hariselama hari dari tanggal 

s/d dengan alasan 

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jayapura, 

Atasan Langsung 

4 

NIP. 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya 

an. S E K R E T A R I S p A E B AH KOTA JAYAPURA 
KEPAUAJBAGIAN HUKUM, 
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LAMPIRAN rV : Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 2 5 Tahun 2 0 1 8 
Tanggal : 2 8 Desember 2 0 1 8 

FORMAT SURAT IZIN 

MENINGGALKAN KANTOR PADA JAM K E R J A 

Kepada Yth. WalilTota Jayapura/ Sekrelreis Daerah/Kepala Dinas/ Kepala 

Badan/Kepala Bagian 

di-Tempat 

Diberikan izin kepada : 

Nama : 

NIP : 

Jabatan : 

Unit Keija 

Untukkeperluan : 

No Jenis Keperluan J a m 

Berangkat 

J a m 

Kembah 

Alasan 

1 Mengantar Anak Ke 

Puskesmas 

09.00 WIT 12.00 WIT Berobat Ja lan Anak 

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jayapura, 

Atasan Langsung 

NIP. 

WALIKOTA JAYAPURA, 
TTD 

BENHUR TOMI MANO 
Untuk salinan yang sab sesuai dengan Aslinya 

an. SEKRETARJSr D.AEl 
KEPALA B l 

K O T A J A Y A P U R A 
HUKUM, 

' ^ ^ Z I ' L ^ A T A N A Y , SH 
~ IB ;NA T K I 

NIP; : L 9 [ 7 2 0 7 D 3 P 2 0 0 1 1 2 1 0 0 4 
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LAMPIRAN V : Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

P e n e t a p a n B e s a r a n T u n j a n g a n P e r b a i k a n P e n g h a s i l a n 

K o t a J a y a p u r a T a h u n Anggaran 2 0 1 9 

K e l a s 
J a b a t a n 

Go l ongan 
J u m l a h 
Pegawai 

B e s a r a n P e n e r i m a a n T u n j a n g a n 
P e r b a i k a n P e n g h a s i l a n K o t a 

J a y a p u r a 

: : 
• 4 . 2 3 1 P e r b u l a n P e r t a h u n 

17 IV/e* 1 Rp. 6 .476.131 Rp. 77.713.570 
16 IV/d** 1 Rp. 6.079.114 Rp. 72 .949.373 
15 IV/c 30 Rp. 5.364.485 Rp. 64.373.820 
14 IV/b 287 Rp. 4.689.557 Rp. 56.274.686 
13 IV/a 456 Rp. 4 .054.331 Rp. 48.651.972 
12 l l l /d 501 Rp. 3.538.210 Rp. 42.458.517 
11 I I I/c 521 Rp. 3.141.193 Rp. 37 .694 .321 
10 I l l/b 520 Rp. 2.744.177 Rp. 32 .930.125 
9 I l l / a 452 Rp. 2 .347.161 Rp. 28.165.928 
8 I l/d 202 Rp. 1.950.144 Rp. 23.401.732 
7 I I/c 281 Rp. 1.817.160 Rp. 21.805.917 
6 I l/b 209 Rp. 1.686.097 Rp. 20.233.160 
5 I l / a 613 Rp. 1.554.414 Rp. 18.652.972 
4 I/d 18 Rp. 1.410.123 Rp. 16.921.472 
3 I/c 100 Rp. 1.266.768 Rp. 15 .201 .2J6 
2 I/b 7 Rp. 1.122.873 Rp. 13.474.4^1 
1 I /a 32 Rp. 990.159 Rp. 11.881.906 

K e t e r a n g a n : 

* : Wal ikota 

* * : Wak i l Wal ikota 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya 

an. S E K R E T A R I S KOTA JAYAPURA 
HUKUM, 

tTANAY, SH 
IBINA T K I 

NIP; :I97^07q|/52b0112 1 004 

http://15.201.2J6
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LAMPIRAN V I : Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

FORMATPENGUKURAN SKOR PEMBERIAN TPP 

No. Elemen Indikatit 
Tf::. ! | ^ o t - 1 

Maksimal 
HasU 
NUai 

4xSkpr . 

Bobot 1* 
Penilaian , 

A 
ASPEK PERILAKU 
KERJA 

1. Datang Tepat Wal-ctu 
(DTW) 10% 

10% (0 jam) 4 

4 10% 1. Datang Tepat Wal-ctu 
(DTW) 10% 

8 % (2 jam) 3 
4 10% 1. Datang Tepat Wal-ctu 

(DTW) 10% 6% (2-4 jam) 2 4 10% 1. Datang Tepat Wal-ctu 
(DTW) 10% 

4 % (4-7,5 jam) 1 
4 10% 1. Datang Tepat Wal-ctu 

(DTW) 10% 

0 % (>7,5 jam) 0 

4 10% 

2. 
Pu lang Tepat Walctu 

(PTW) 

10% 

10% (0 jam) 4 

4 10% 2. 
Pu lang Tepat Walctu 

(PTW) 

10% 
8 % (2 jam) 3 

4 10% 2. 
Pu lang Tepat Walctu 

(PTW) 

10% 6 % (2-4 jam) 2 4 10% 2. 
Pu lang Tepat Walctu 

(PTW) 

10% 
4 % (4-7,5 jam) 1 

4 10% 2. 
Pu lang Tepat Walctu 

(PTW) 

10% 

0 % (>7,5 jam) 0 

4 10% 

3. 

Had i r Ker ja (HK) 

2 0 % 

2 0 % (0 ha r i tidaic 
hadir) 4 

4 2 0 % 3. 

Had i r Ker ja (HK) 

2 0 % 

1 5 % (1 ha r i tdk 
hadir) 3 

4 2 0 % 3. 

Had i r Ker ja (HK) 

2 0 % 
10% (2 har i tdk 
hadir) 2 

4 2 0 % 3. 

Had i r Ker ja (HK) 

2 0 % 

5 % (>2 har i tdk 
hadir) 1 

4 2 0 % 3. 

Had i r Ker ja (HK) 

2 0 % 

0 % (tdk pernah 
hadir) 0 

4 2 0 % 

4. 
T i dak Di ja tuh i 

H u k u m a n Dis i ip in 

2 0 % 

20 % (Tidak Ada) 4 

4 2 0 % 4. 
T i dak Di ja tuh i 

H u k u m a n Dis i ip in 

2 0 % 
1 5 % (iisan) 3 

4 2 0 % 4. 
T i dak Di ja tuh i 

H u k u m a n Dis i ip in 

2 0 % 10% (tertulis) 2 4 2 0 % 4. 
T i dak Di ja tuh i 

H u k u m a n Dis i ip in 

2 0 % 
5 % (tdk puas) 1 

4 2 0 % 4. 
T i dak Di ja tuh i 

H u k u m a n Dis i ip in 

2 0 % 

0 % (sedang) 0 

4 2 0 % 

Nilai TPP Aspek 1 16 60% 

TPRESTASI 

Meiaksanaican Tugas 

3 5 % 

3 5 % (16 har i )/ 
Min. 120 J a m 4 
3 0 % (>14 har i )/ 
Min. 105 J a m 3 
2 5 % (>12 
har i )/Min. 90 J a m 2 
2 0 % (>10 har i )/ 
Min. 75 J a m 1 
10% (< 10 hai-i)/ < 
75 J a m 0 
5 % (H ke 1) 4 
4 % (H ke 2) 3 
3 % (H ke 3) 2 
2 % (H ke 4 1 
0 % (>5 HI 0 

3 5 % 

Ketepatan 
Penyampaian 

Rekap i tu las i Laporan 
Har i an 

5 % 5 % 

HasU PenUaian TPP (NUai Aspek 1 + Nilai Aspek 2) 24 100% 

Untuk salinan yang 

an. S E K R E T A R I S D A E R A H 
K E P . 

N I P . 

ai dengan AsHnya 

K O T A J A Y A P U R A 
H U K U M , 

y 
A T A N A Y , S H 

P E M B I N A T K I 
0 3 2 0 0 1 1 2 1 004 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 
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L.\MPIRAN V I I : Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

FORMAT ASN YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN 

S a y a yang bertanda tangan dibawah in i : 
1. Nama : 
2. NIP : 
3 . Pangkat/Gol . Ruang : 
4. J a b a t a n : Kepala (unit kerja) 

S e l aku Pejabat Peni lai Yang Berwenang, menyatakan bahwa: 

Un i t Ker ja : 
Periode B u l a n : (bulan) 20xx 

No Nama NIP Jabatan 

Nilai Hukuman Disipl in 

Keterangan No Nama NIP Jabatan 15 % 
(lisan) 

1 0 % 
(tertulis) 

5 % 
(tdk 

puas) 

0 % 
(sedang) 

Keterangan 

1 2 3 4 6 7 8 7 

*-

B a h w a yang bersangkutan di atas di jatuhi dan/atau sedang menja lani 
h u k u m a n dis ipl in ker ja dan/atau dalam proses pemer iksaan pelanggaran 
displ in. 

P impinan Uni t Kerja, 

Nama. 
Nip. 

WALIKOTA JAYAPURA., 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya 

an. SEKRETARIS 
KEPAL. 

NIP. 

KOTA JAYAPURA 
HUKUM, 

•ANAY, SH 
A TK I 

03 200112 1 004 
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LAMPIRAN V I I I : Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

FORMAT PENILAIAN PRESTASI KERJA 

Uni t Ker ja : 
Periode B u l a n : fbulan) 2 0 x x 

INO I . P E J A B A T P E N I L A [ N O I I . P E G A W A I N E G E R I S I P I L Y A N G D I N I L A I 
Nama 1 Nama 

1 ^ NIP 2 NIP 
Pangkat/ Gol.Ruan Pangkat/Gol.Ruan 

1 ^ g 3 g 
1 4 Jabatan 4 Jabatan 

N I . Kegiatan Tugas T A R G E T R E A L I S A S I P l iNGHI -
TUNGAN 

NILAI 
CAPAIAN 

O Jaba t an K u a n t / 
Output 

K u a l / 
M u t u 

W a k t u K u a n t / 
Output 

K u a l / 
M u t u 

W a k t u 

1 . 4 5 6 9 10 1 1 13 14 
1 
2 
3 
4 

ds 
t 

I I . T U G A S TAMBAHAN DAN K R E A T I V I T A S / U N S U R PENUNJANG : 
1 (tugas tambahan) 

(tugas tambahan) 
2 (kreatmtas ) 

(kreatifltas) 

Nilai Capa ian 

J a y a p u r a , ( tanggal ,Bulan,Tahun) 
Pejabat Peni la i Pegawai Negeri S ip i l Yang D in i la i 

Nama. Nama. 
Nip. Nip. 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya 

an. S E K R E T A i y S DAJlRAM KOTA JAYAPURA 
I C E ^ ^ A / ^ G I A N / H U K U M , 

/X'W'-"' •••/ t/x y ilSf/ 

MA|C^I L. AiZANAY, SH 
IN A T K I 

NIP. 19'J'20703^200112 1 004 
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LAMPIRAN I X : Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA HARIAN 

Uni t Ker ja 

N O I . P E J A B A T P E N I L A I N O I I . P E G A W A I N E G E R I S I P I L Y A N G D I N I L A I | 
1 Nama 1 Nama 
2 NIP 2 NIP 

Pangkat/ Gol.Ruan Pangkat/Gol.Ruan 
3 g 3 g 
4 Jabatan 4 Jabatan 

No Tanggal Kegiatan HasU 
Kegiatan 

Permasa lahan 
yang d i temul 

Rencana 
Be r i ku tnya 

Paraf Pejabat 
PenUal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
dst 

Pejabat Peni lai 
J a y a p u r a , ( tanggal ,BuIan,Tabun) 
Pegawai Negeri S ip i l Y a n g D i n i l a i , , 

Nama. 
Nip. 

Nama. 
" Nip. 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya 

an. S E K R E T A R I S 
K E P A L 

NIP. : ig ' 

H KOTA JAYAPURA 
HUKUM, 

tANAY, SH 
T K I 

703/200112 1 0 0 4 
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LAMPIRAN X : Peraturan Walikota Jayapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

RUMUS PENGUKURAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP 

NO URAIAN BOBOT PENGUKURAN 

A ASPEK PERILAKU KERJA 60% 
A B c D E 

1. 
Datang Tepat Waktu 
(DTW) 10% 

jumlah hari datang lepat ivaklu aalam satu bulan 

jumlah total hari kerja dalam satu bulan ' 

2. 
Pulang Tepat Waktu 
(PTW) 10% 

jumlah hari pulang tepat waktu dalam satu bulan ^ 
jumlah total hari kerja dalam satu bulan 

3. Hadir Kerja (HK) 20% 
jumlah hari hadir kerja dalam satu bulan 
jumlah total hari kerja dalam satu hulan 

4. Tidak Dijatuhi Hukuman 
Disiipin 20% 

20% 
(Tdk ada ) 

15% (lisan) 10% 
(tertulis) 

5% 
(tdk puas) 0% (Sedang) 

NO URAIAN BOBOT PENGUKURAN 

B ASPEK PRESTASI 
KERJA 

40% 
A B c D E 

1 . 
Melaksanakan 
Tugas 35% 

3 5 % 
(16 

hariV 
Min. 120 

Jam 

3 0 % 
(>14 hari)/ 

Min. 105 
Jam 

2 5 % 
(>12 

hari)/Min. 
90 Jam 

2 0 % 
(>10 hari)/ 
Min. 75 Jam 

1 0 % 
(< 10 

hari)/ < 
75 Jam 

2. 
Ketepatan 
Penyampaian 
Rekapitulasi 
Laporan Harian 

5% 
5% 

(H ke 
1) 

4% 
(H ke 2) 

3% 
(H ke 3) 

2% 
(H ke 4) 

0% 
(> 5 H) 

Perhitungan berdasarkan 
data absensi 

Keputusan Kepala Unit 
Kerja Masing-Maslng 

Perhitungan Berdasarkan 
Beban Kerja 

Keputusan Kepala Unit 
Kerja Maslng-Masing 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya 

an. S E K R E T A R I S 
K E P A L A BAi 

KOTA JAYAPURA 
HUKUM, 

CZI L U A T A N A Y , S H 
7 v P E M B l N A T K I 

NIP. 19720703 200112 1 0 0 4 
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LAMPIRAN X I : Peraturan Walikota Jasrapura 
Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

DAFTAR HADIR MANUAL 

Unit Ker ja : 
Periode B u l a n 
Har i / Tanggal : 

: fbulan) 20xx 

No N a m a / 
NIP J a b a t a n 

K e d a t a n g a n K e p u l a n g a n 
K e t e r a n g a n No N a m a / 

NIP J a b a t a n 
P u k u l T a n d a 

T a n g a n P u k u l T a n d a 
T a n g a n 

K e t e r a n g a n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P impinan Uni t Kerja, 

Nama . 
Nip. 

WALIKOTA JAYAPURA, 

T T D 

BENHUR TOMI MANO 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya 

an. S E K R E T A R I S 
K E P A L A BAGI 

K O T A JAYAPURA 
HUKUM, 

VTANAY, SH 
_ ^NA T K I 

N IPh l^7207g3^200112 1 004 


